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TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

. bahwa Keuangan Desa harus dikelola secara tertib, efektif,

efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab
dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan
manfaat bagi masyarakat;

. bahwa dalam rangka memberikan pedoman penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan
Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa kepada Desa perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan
Keuangan Dess; .

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b tersebut.di atas, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang
Pengelolaan Keuangan Desa.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentax:tg Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 dan
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang
Pembentukan . Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja
Dalam Lingkungan Daerah Tingkat ] Sumatera Selatan
sebagai Undang-Undang;Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495};

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan - lLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
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Menetapkan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahgn
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lemhgaran Negara
Republik Indonesia Nomeor 5539} sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersurnber dari Anggaran Pendapatan da:tl
Belanja Negara ({Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor & Tahun 2016 ({Lembaran Negara
Republik Indonésia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa ‘(Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093}; ‘

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036};

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015
tentang Penggunaan, Pengelolaan, Penyaluran,
Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684};

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 199/PMK.07/2017
tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 226/PMK.07/2017
tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah

Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971});

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2018

(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018
Nomor 1). ! ‘

£

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOiAANf KEUANGAN
DESA. : -
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasall

Dalam Peraturan Bupati Lampung Utara ini, yang dimaksud



dengan:

Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Lampung Utara.

Bupati adalah Bupati Lampung Utara.

Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah

Kabupaten Lampung Utara.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum: yang memiliki

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

menguris urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul
atau hak tradisional yang masih berlaku serta diakui dan
dihormati dalam sistemm Pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

7. Kepald Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa yang dipilih
langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.

8. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang
terdiri dari Sekretariat, pelaksana teknis dan unsur
wilayah.

9. Sekretaris Desa adalah unsur pembaniu Kepala Desa yang
mengepalai Sekretariat Desa.

10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat
BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis.

11.Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan
yvang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan
disepakati bersama BPD.

12.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang
selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah rencana kegiatan
Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 {enamj tahun.

13. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat
RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun.

14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa
yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu
berupa uang dan barang yang berhubungan dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya
disingkat APBDesa adalah rencana Keuangan Tahunan
Pemerintahan Desa.

16. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan yang melalui
Rekening Desa yang mempakan hak Desa dalam 1 (satu}
Tahun Anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh
Desa.

17. Pendapatan transfer adalah pendapatan yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran
Pendapatan dan Belanja Provinsi dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

18.Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi
Desa vang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan' untuk
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membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan
pemberdayaan masyarakat.

19. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah
dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
setelah dikurangi-dana alokasi khusus. '

20.Belanja Desa adalah semua pengeluaran dari Rekening
Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu)
Tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya
kembali oleh Desa.

21.Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan

" maupun pada Tahun Anggaran berikutnya.

22, Rekening Kas Desa adalah rekening tempat penyimpanan
uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh
Pendapatan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh
Belanja Desa pada Bank yang ditetapkan. *

23.8isa lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya
disingkat SiLPA adalah selisib lebih realisasi penerimaan
dan pengeluaran anggaran selama satu periode Anggaran.

24.Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara
Pendapatan Desa dengan Belanja Desa. * )

25. Defisit Anggaran Desa =adalah selisih kurang antara
Pendapatan Desa dengan Belanja Desa. . '

26. Pelaksana kegiatan adalah unsur Perangkat Desa dari
Sekretariat Desa dan pelaksana teknis yang bertanggung
jawab atas pelaksanaan kegiatan di bidangnya.

27.Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB -
adalah perhitungan rencana biaya yang digunakan sebagai
dasar pelaksanaan kegiatan dalam APBDesa.

28. Bendahara adalah unsur staf Sekretariat Desa yang
membidangi wurusan administrasi keuangan unfuk
menatausahakan Keuangan Desa.

29.Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat BUMDesa
adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar
modalnya dilmiliki Desa melalui penyertaan secara
langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan
guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya
untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

30. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang
mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan
masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau
faktor non alam maunpun faktor manusia, sehingga
mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan
lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

D

‘ BAB I
ASAS PENGELOLA EEUANGAN DESA

Pasal 2

(1} Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan asas-asas
transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan
tertib dan disiplin Anggaran.

f , H



(2)

(1}

' (2

(1)

(2)

(1)

(2)

Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran
vakni mulai tanggal 1 Januari 2018 sampai denga:n tanggal
31 Desember 2018,

BAB I o
KEKUASAAN PENGELOLA KEUANGAN DESA
. A .

Pasal 3

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan

keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam

kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan

Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

mempunyai kewenangan:

a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;

b. menetapkan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangsn
Desa;

C. menetapkan pemgas yang melakukan pemungutan
penerimaan Desa;

d. menvetujui pengeluaran atas kegiatan yvang ditetapkan
dalam APBDesa; dan

e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran

. atas beban APBDesa.

Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan Keuangan

Desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan
Desa.

Pasal 4

Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3] berasal dari unsur
Perangkat Desa terdiri dari:

a. Sekretaris Desa;

b. Kepala Seksi; dan

¢. Bendahara.

Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1} ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Desa.

Pasal 5

Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
{1} huruf a bertindak selaku koordinator Pelaksana Teknis
Pengelolaan Keuangan Desa.

Sekretaris Desa selaku koordinator Pelaksana Teknis

Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat {1) mempunyai tugas:

a. menyusun dan .melaksanakan Kebijakan Pengelolaan
APBDesa;

¢



b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tientang
APBDesa, perubahan APBDesa dan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa,

c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan
kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;

d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBDesa; dan ‘ _ )

e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan
dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa. ..

Pasal 6

(1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai

dengan bidangnya. ;
(2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud ‘pada ayat (1}
mempunyai tugas: )
a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi
tanggung jawabnya;

b. melakizanakan kegiatan bersama Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Desa yang telah ditetapkais di dalam
APBDesa; g

c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan

atas beban anggaran belanja kegiatan;

. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada

Kepala Desa; dan

f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran
pelaksanaan kegiatan.

o

Pasal 7

(1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat {1}
huruf ¢ dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan Desa,

(2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan
penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran Pendapatan
Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

BAB IV
. SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAN
KETENTUAN PENGGUNAAN BELANJA APBDesa

Bagian Kesatu
Sumber-Sumber Pendapatan APBDesa

Pasal 8

Pendapatan Desa bersumber dari:
a. pendapatan asli Desa; f
b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;



zligik;.;d%ai?ﬁg:izk (;:irgah gicxrlurpe:l‘:gm Im} dari dana
e. mﬁgﬁuﬁg itza?aﬁgﬁ; Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

£ ey e sumbangh yang tidak mengikat dari pihak ketiga;

| ; ?;ﬁ-iain pendapatan Desa yang sah.

8. 2
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* Pasal9
(1) Pendapatan asli Desa sebagalmana dimaksud dalam Pasal 8
huruf a terdiri atas:
a. hasil usaha;

b. hasil aset Desa; .

c. swadaya dan partisipasi;

d. gotong rovong; dan

e. lain-lain pendapatan asli Desa.

(2] Hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
Idapat bersumber dari bagi hasil laba Badan Usaha Milik Desa.
(3} Hasil aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dapat bersumber dari:
a. tanah Desa, terdiri dari;
1. tanah kas Desa;
2. tanah bengkok/lungguh; dan
3. tanah pengarem-arem.
b. pasar Desa;
¢. pasar Hewan,; '
d. bangunan Desa antara lain: ,,
1. kios Desa;
2. gedung perternuan Desa;
3. gedung olah raga Desa; dan
4, bangunan milik Desa lainnya.

. e. hutan milik Desa; ) ;
f. mata air milik Desa; o
g. pemandian umun; ’

h. obyek rekreasi Desa;
i, lapangan Desa; dan
j» aset lain milik Desa.

(4) ‘Swadaya dan partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang
melibatkan peran serfa masyarakat dalam bentuk uang atau
barang yang dinilai dengan uang.

5] Gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf d
adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan

peran serta masyarakat dalam bentuk jasa yang dinilai dengan
uang.

{6) Lain-lain pendapatan aslh ﬂesa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e, terdiri dari:
a. pungutan Desa;
b.hasil penjualan kekayaan Desa selain tanah Desa yang
dipisahkan;

A —




e ——

3

. +
¥
"

c. hasil pelepasan tanah Desa Tahun berjalan; dan
d. bunga simpanan uang di Bank.

Pasal 10

(1) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dapat
bersifat umum dan khusus.

(2) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f adalah pemberian
berupa uang dari pihak ketiga.

{3) Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 huruf g antara lain: ‘ ‘
a. pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga; dan
b. bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa.

Bagian Kédua
Ketentizan Penggunaan Belanja Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 11 A

(1} Belanja Desa vang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan

3)

(4)

(5)

ketentuan:

a. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus} dari jumilah
Anggaran Belanja Desa digunakan untuk:
1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan
Perangkat Desa;
2. operasional Pernerintah Desa;
3. tunjangan dan operasional BPD; dan;
4. Oprasional Rukun Tetangga;
b. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumiah
Anggaran Belanja Desa digunakan untuk mendanai:
1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. pelaksanaan pembangunan Desa;
3. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
4. pemberdayaan masyarakat Desa.

ADD di prioritaskan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} huruf (a).

Dana Desa (DD) di prioritaskan Belanja Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} huruf (b} poin 2 dan 3 sesuai ketentuan
dalam Peraturan Menteri Desa, Pemnbangunan Daerab Tertinggal
dan Transmigrast Republik Indonesia

Belanja Desa untuk operasional Pemerintahan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a angka 2
merupakan | Belanja untuk menunjang. penyelenggaraan
operasional perkantoran Pemerintah Desa. i

Belanja Desa untuk operasional Pemesintahan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam
bentuk uang operasional Kepala Desa dan Perangkat Desa.



(6] Belanja Desa untuk operasional Badan Permusyawatan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat {.1} huruf a angka 3
merupakan belanja untuk menunjang penyelenggaraan
operasional perkantoran dan biaya sidang BPD.

lania Desa untuk Operasional Rukun Tetangga sebagaimana
@ ?ﬁimalisad pada a.yat{}g huruf a angka 4 adalah bantwan uang
untuk operasional lembaga Rukun Tetagga dalam rangka
membantu pelaksanaan fugas pelayanan pemf:rmtahan,
perencanaan pembangunan, ketentraman dan Kketertiban serta
pemberdayaan masyarakat Desa.
! LY

Pasal 12 o

(1} Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)
dapat ditambahkan penggunaannya antara lain untuk:
a. penghasilan tambghan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
b. tunjangan akhir masa jabatan Kepala Desa dan Perangkat
Desa;
c. tunjangan penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
d. penghasilan dan tunjangan Staf Pemerintah Desa.
e. Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

{2) Belanja Desa untuk penghasilan tarnbahan Kepala Desa dan
Perangkat Desa dan tunjangan akhir masa jabatan Kepala Desa
dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dan huruf b masuk dalam belanja penyelenggaraan pemerintah
desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b
angka 1.

(3) Belanja Desa untuk tunjangan penjabat Kepala Desa dan
Perangkat Desa dan penghasilan dan tunjangan staf Pemerintah
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dan huruf d

‘masuk dalam belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 ayat (1) huruf a.

{4) .Belanja Desa untuk Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa sebagaimana pada ayat (1) hurut e masuk dalam
belanja penyelenggara Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat {1) huruf b angka 1.

(5) Belanja Desa untuk Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa sebagaimana pada ayat (1} huruf e menggunakan
mekanisme sebagai berikut:

a. keikutsertaan dalam jaminan pemeliharaan kesehatan
menggunakan ketentuan yang berlaku.

b. pembayaran iuran jaminan pemeliharaan kesehatan
dilakuksn setelah peserta terdaftar dalam keikutsertaan
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

¢. ketentuan lain yang mengatur fentang jaminan kesehatan

disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 13

{1) Persentase Belanja Desa untuk penyelenggaraan Pemerintah
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat {1} huruf b
angka 1 adalah selain untuk Belanja Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a.

i



i d Pasal 11 ayat

2] Perhitungan Belanja Desa sebagaimana dimaksu

. (1) huruf a setelah dikurangi dengan pendapatan asli Desa
berupa swadaya dan partisipasi, gotong TOyong, tanah
bengkok/lungguh, tanah pengarem-arcimn dan hasil pelepasan
tanah Desa. Dendanat

3} Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran patan

© dan Belanja, Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten yang bersifat khusus tidak digunakan
untuk Belanja APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (1) huruf a.

BABV
STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Bagian Kesatu

Umium

Pasal 14

(1) APBDesa merupakan satu kesatuan terdiri dari:
a. Pendapatan Desa;
b. Belanja Desa; dan
c. Pembiayaan Desa. ’

(2] Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pa.da ayat (1) huruf a
diklasifikasikan 'menurut kelompok, jenis, rmczan dan obyek
pendapatan.

(3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf b
diklasifikasikan menurut kelompok, kegzatan jenis dan rincian
belanja.

(4 }Pembxayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
sﬁkas:kan menurut kelompok dan jenis.

Pasal 15

{1) Setiap bagian struktur APBDesa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (1) mempunyai kode rekening.
{2} Kode rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

dalam lampiran vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pendapatan Desa

Pasal 16

(1} Pendapatan Desa terdiri dari kelompok:

a. pendapatan asli Desa;
b." pendapatan transfer; dan \
c. pendapatan lain-lain.

(2) Pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a
terdiri dari jenis:
a. hasil usaha;
b. hasil aset Desa;
c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
d. lain-lain pendapatan asli Desa.

i




(3) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis:

Dana Desa;

bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah

Alokasi Dana Dessa;

bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Provinsi; dan

e. bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

(4) Pendapatan lain-lain sebagaimana dmxaksud pada ayat (1) huruf c
terdiri dari jenis:

a. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang ‘tidak mengikat;
dan

b. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

apop

Bagian Ketiga
Belanja Desa

Pasgal 17

(1) Belanja Desa terdiri dari kelompok:
a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
b. pelaksanaan pembangunan Desa;
¢. pembinaan kemasyarakatan Desa;
d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
e. tidak terduga.

(2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b,
huruf ¢ dan huruf d dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan
Desa yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

(3) Belanja Desa yang dianggarkan dalam APBDesa adalah pagu
tertinggi termasuk pajak.

{4) Sei}ap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat {2) d:bag dalam
jenis belanja terdiri dari:

a. belanja pegawai;
b. belanja barang dan jasa; dan s
¢. belanja modal.

(5) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2] huruf e
menjadi kelompok belanja sendiri.

(6) Setiap jenis belan;a sebagaimana dimaksud pada ay?t (3) terdiri dari
obyek dan rincian belanja.

Pasal 18

Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4} huruf a
terdiri dari jenis belanja yang dianggarkan untuk pengeluaran antara lain:
a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;

b. penghasilan staf Pemeriniah Desa;

c. penghasilan tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

d. tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan

e. tunjangan BPD;




4 Pasal 19 .

(1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4)
huruf b terdiri dari jenis belanja yang dianggarkan untuk pengeluaran,
antara lain:

alat tulis kantor;
benda pos; )
bahan/material;
pemeliharaan;
cetak/penggandaan;
sewa kantor Desa; .
sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
makanan dan minuman rapat;
pakaian dinas dan atributnya;
perjalanan dinas;
upah kerja;
honorarium narasumber/ahli;
. operasional Pemerintah Desa;
operasional BPD;
insentif Rukun Tetangga, Pelindung Masyarakat, Guru Nggji, Kader
Pos Pelayanan Terpadu dan Guru Paud;
p. Operasional Lembaga Kemasyarakatan;dan

q. pemberian barang /uang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

(2} Masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf q dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.
{3) Pemberian uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diberikan

dalam bentuk uang penghargaan, beasiswa, uang operasional dan
santunan.

(4) Pemberian uang penghargaan dan/atau uang operasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan antara lain kepada:
a. lembaga pendidikan tingkat Desa;
b. lembaga kesehatan tingkat Desa;
c. lembaga ekonomi tingkat Desa;
d. lembaga sosial dan budaya tingkat Desa;
¢. lembaga keagamaan tingkat Desa; dan
f. lembaga kemasyarakatan Desa.

{5) Pemberian uang beasiswa atau santunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dapat diberikan antara lain kepada:

siswa berprestasi;

masvarakat berprestasi;

masyarakat miskin; dan

masyarakat atau orang terlantar.
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Pasal 20

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf ¢,
digunakan untuk belanja dalam rangka pembelian atau pengadaan
barang atau bangumgm yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas)
bulan. :

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jenis
belanja yang dianggarkan untuk pengeluaran antara lain:

a. belanja modal tanah;



b. belanja modal sarana dan prasarana perkantoran;

¢. belanja modal sarana dan prasarana transportasi; .

d. belanja modal pembangunan sarana dan prasarana produksi;

e. belanja modal pembangunan sarana dan prasarana perekefmcxman;

f belanja modal pembangunan sarana dan prasarana sosial dan atau
keagamaan;

g. belanja modal sarana dan prasarana pendidikan; dan

h. belanja modal sarana dan prasarana kesehatan.

Pasal 21

(1) Pemerintah Desa dalam keadaan darurat atau kejadian luar biasa dapat
melakukan belanja yang belum tersedia Anggarannya.

{2) Keadaan darurat atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupaekan keadaman yang sifatnya tidak biasa atau tidak
diharapkan berulang atau keperluan mendesak.

(3) Kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang atau
keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan
kriteria sebagai berikut:

a. kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang Anggarannya belum
tersedia dalam APBDesa tahun berjalan; dan

b. keperluan mendesak yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerngian yang lebih besar bagi pemerintah desa dan masyarakat.

(4) Keadaan darurat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} antara lain:

a. bencana; dan
b. kerusakan sarana dan prasarana.

(5} Kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang atau
keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan
dalam belanja tidak terduga. ’ '

. {6) Keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat {4} huruf a

ditetapkan oleh Bupati. S,

) Bagian Keempat
' Pembiayaan Desa '

Pasal 22

{1} Pembiayaan Desa terdiri dari kelompok:
a. penerimaan pembiayaan; dan
b. penggluaran pembiayaan.
(2} Penerimaan pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri dari jenis:
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun sebelummnya;
b. pencairan dana cadangan; dan
¢. hasil kekayaan Desa yang dipisahkan.
{3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis:
a. pembentukan dana cadangan; dan
b. penyertaan modal Desa.
{4) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana pada ayat {3) huruf (b) terlebih
dahulu berkoordinasi pada bidang teknis yang menangani BUMDesa.




Pasal 23

(1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal

22 ayat (2) huruf a, antara lain: _
a. pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja;
b. penghematan belanja; dan

c. sisa dana kegiatan Janjutan.

(2) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat
(2} huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan
dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam Tahun
Anggaran berkenaan.

(3) Hasil kekayaan Desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 ayat {2) huruf ¢ antara lain digunakan untuk penyertaan modal
BUMDesa.

Pasal 24

(1} Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
ayat (3) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya
tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam 1 (satu) Tahun
Anggaran.

(2) Pengaﬁggaran dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak diperbolehkan melebihi Tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

(3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (3)
huruf b digunakan untuk menganggarkan kekayaan Pemerintahan Desa
yang diinvestasikan pada BUMDesa.

BAB VI
PENYUSUNAN APBDesa

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

{1} Pemerintah Desa menyusun APBDesa dengan berpedoman pada RPJM
Desa dan RKPDesa.

(2) APBDesa sebagaimana dimaksuafl pada ayat (1} disusun sesuai dengan
kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan kemampuan
Keuangan Desa,

(3} APBDesa sebagaimana dimsksud pada ayat (1} setiap Tahun ditetapkan
dengan Peraturan Desa.

{4} Penyusunan APBDesa sebagaiamana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan Sistem Aplikasi SML SISKEUDES (Sistem Keuvangan Desa)

yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP). .

. Bagian Kedua
Petencanaan dan Pembahasan
Pasal 26

(1} Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan
Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa Tahun berkenaan.

L]



(2}
(3)
{4

(9)

Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa kepada Kepala Desa.

Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Rancengan APBDesa disepakati bersama oleh Kepala. Desa dan BPD
paling lambat bulan Oktober Tahun sebelumnya. 1
Bagian Ketiga
_Evaluasi dan Penetapan

Pasal 27

Kepala Desa mmyampalkan Rancangan Peramran Desa tentang
APBDesa vang telah disepakati bersama oleh Kepala . Desa dan BPD

kepada Bupati paling lambat 3 (tiga] hari sejak disepakati bersama
untuk dilakukan evaluasi.

Bupati menetapkan hasil eviluasi Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1} paling lama 20 {dua

puluh} hari kerja segak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa.

Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa menetapkan
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa.
Dailam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa
tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan Peraturan
Perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan
penyempurnaan paling lama 7 {tujuh) hari kerja terhitung sejak
diterimanya hasil evaluasi.

Penetapan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

Pasal 28

Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh, Kepala Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4} dan Kepala Desa tetap
menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi
Peraturan Desa, Bupati berhak menolak APBDesa.

Berdasarkan pembatalan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), maka sekaligus menyatakan berlakunya pagu
APBDesa tahun anggaran sebelumnya.

Pembatalan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Dalam hal Peraturan Desa dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap
operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2] menghentikan pelaksanaan
Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala Desa dan BPD mencabut
Peraturan Desa.



Pasal 29

(1) Dalam hal evaluasi dan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 27 dan 28 Bupati dapat
mendelegasikan kewenangannya kepada Camat. ] ]

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian sebagaimana dimaksud
ayat (6) diatur dalam Keputusan Bupati.

Pasal 30

{1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi
Peraturan Desa paling lambat tanggal 31 Desember Tahun sebelumnya.

(2) Bentuk dan format rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

PELAKSANAAN APBDESA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 31

]

Pelaksanaan APBDesa berdasarkan asas transpa'.r;m, akuntabel,
partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

.
: Bagian Kedua .
~ Pelaksanaan Pendapatan Desa

Pasal 32

(1) Setiap Pendapatan Desa wajib dicatat dalam APBDesa.

{2) Setiap Pendapatan Desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan
sah.

(3) Setiap Pendapatan diadministrasikan sesuai dengan kode rekening
pendapatan. ¢

(4) Setiap Pendapatan dimasukkan di rekening Kas Desa atas nama
Pemerintah Desa.

Pasal 33

(1) Kepala Desa wajib mengintensifkan pendapatan yang menjadi wewenang
dan tanggungjawabnya. ’

(2) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang
ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 34

{1} Pengeﬁaba]ian atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan
membebankan pada pendapatan Desa yang bersangkutan untuk
pengembalian pendapatan yang terjadi dalam tahun yang sama.

{2) Pengembalian kelebihan pendapatan yang diterima pada tahun
sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.



(3) Pengembalian kelebihan pendapatan harus didukung dengan bukti yang
lengkap dan sah.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Belanja Desa

Pasal 35

(1) Setiap belanja dilaksanakan melalui kode rekening belania.

(2) Setiap belanja Desa atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti
yang lengkap dan sah.

(3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi oleh Sekretaris
Desa atas kebenaran materil yang timbul dari penggunaan bukti
dimaksud dan disahkan oleh Kepala Desa.

Pasal 36

(1) Belanja Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat
dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

{2} Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk
untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional
perkantoran yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.

{3} Penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rincian
Anggaran Biaya yang telah disabkan oleh Kepala Desa.

Pasal 37

{1) Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan
kegiatan harus disertai deng:—m dokumen antara lain Rincian Anggaran
Biaya.

(2} Pelaksana kegiatan sebaganﬂana dimaksud pada ayat (1) adalah unsur
Perangkat Desa dan Sekretariat Desa dan Pelaksana Teknis.

{3) Rincian Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.

(4} Pelaksana kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran
yang menyebabkan atas beban anggaran belanja, kegiatan dengan
mempergunakan buku pembantu kas keglataa sebagai
pertanggung;awaban pelaksanaan kegiatan di Desa, -

{5) Format Rincian Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
dan buku pembantu kas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4}

tercantum dalam Lampxran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

(1) Pelaksana kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran kepada
Kepala Desa tahap pertama untuk satu kegiatan dengan melampirkan
Rincian Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat
{1).

(2) Pengajuan surat permintaan pembayaran uniuk tahap selanjutnya dan
surat permintaan pembayaran untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh
penyedia barang atau jasa dilampiri dengan:



a. pernyataan tangguiig jawab belanja; dan . ;
b, lampiran bukti transaksi. 7 o

(3) Surat permintaan pembayaran tahap selanjutnya. sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh
penyedia barang atau jasa tidak boleh dilakukan sebelum barang atau
jasa diterima.

(4) Format'surat permintaan pernbayaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan pernyataan tanggung jawab Anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupat ini.

. Pasal 39

(1} Dalam pengajuan surat permintaan pembayaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris Desa
berkewajiban melakukan verifikasi dengan:

a. meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran yang diajukan
oleh pelaksana kegiatan;
b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang
' tercantum dalam surat permintaan pembayaran;
¢. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
d. menolak pengajuan surat permintaan pembayaran oleh pelaksana
kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

(2) Berdasarkan surat permintaan pembayaran yang sucdah diverifikasi
oleh Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa
menyetujui surat permintaan pembayaran dan Bendahara Desa
melakukan pembayaran.

(3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2}
dilakukan pencatatan pengeluaran oleh Bendahara Desa.

Pasal 40

Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak
lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang
dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Pasal 41

Pengadaan barang dan jasa di Desa berpedoman kepada Peraturan Bupati
tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pembiayaan Desa

Pasal 42

{1) Setiap pembiayaan Desa wajib dicatat dalam APBDesa. .

(2) Setiap pembiayaan Desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan
sah. L

(3} Setiap pembiayaan Desa diadministrasi sesuai dengan kode rekening
pembiayaan. -



Pasal 43

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA} sebagaimana dim_aksud pada
Pasal 22 ayat (2) huruf a merupakan penerimaan pembiayaan yang
igunakan untuk: . _
iﬁgnumpi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil
dari pada realisasi belanja;
b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan .
c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir Tahun
anggaran belum diselesaikan. J i

{
Pasal 44

(1) Pembentukan dana cadangan oleh Pemerintah' Desa ditetapkan
dengan Peratumn.il)esa‘ .
(2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memuat: : -
a. penietapan tujuan pembentukan dana cadangan;
b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
¢. besaran dan rincian tabunan dana cadangan yang harus
dianggarkan; .
d. sumber dana cadangan; dan
e. Tahun Anggaran pelaksanaan dana cadangan.

{3) Rancangan Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibahas bersamaan dengan
pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

(4) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dapat
bersumnber dari penyisihan atas pendapatan Desa, kecuali dari
pendapatan transfer dan pendapatan lain yang penggunaannya
dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan.

{5) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan
pada rekening tersendiri.

(6) Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran
pembiayaan dalam Tahun Anggaran yang berkenaan.

Bagian Kelima
Perubahan Anggaran s

Pasal 45

2

{1} Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:

a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar
jenis belanja;

b. keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran
{SiLPA) Tahun sebelumnya harus digunakan dalam Tahun
berjalan;

c. terjadi penambahan dan atau pengurangan dalam Pendapatan
Desa dalam tahun berjalan;

d. terjadinya peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik,
krisis ekonomi, atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;




e, keadaan luar biasa; atau _ .
f. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah
Daerah.

{2} Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pa_cia ayat {1) huruf e
adalah keadaan yang menyebabkan estimasi pendapatan atiau
Belanja dalam APBDesa mengalami kenaikan atau penurunan lebih
besar dari 50% (lima pukth perseratus).

(3) Prosentase 50% (lima puluh perseratus) sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) merupakan selisih kenaikan atau penurunan antara
Pendapatan dan/atau Belanja Desa dalam APBDesa.

Pasal 46

(1) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 {satu) kali dalam 1
{satu) Tahun Anggaran.

{2) Perubahan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

k3

Pasal 47

{1) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan
APBDesa dilakukan setelah APBDesa tahun berjalan dilaksanakan 6
(enam) bulan.

{2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk
peristiwa khusus dan keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d dan hurufe.

(3} Ketentuan mengenai penyusunan Rancangan . Peraturan Desa
tentang APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, 28 dan 29
berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan
Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa. o

- BAB IX
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBDESA

Bagian Kesatu
Pelaporan APEDesa

Pasal 48

k]

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa
kepada Bupati melaiui Camat meliputi: f
a. laporan semester pertama; dan
b. laporan semester akhir Tahun. .

{2] Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa laporan realisasi APBDesa.

(3) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a disampaikan paling lambat pada akhir Bulan Juli Tahun
berjalan. :

{4) Laporan semester akhir Tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b disampaikan paling lambat pada akhir Bulan Januari Tahun
berikuinya.

(5} Bentuk, format, dan struktur laporan realisasi pelaksanaan APBDesa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



(1)
@)

(4)

)

{1}
(2}

(3)

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban APBDesa

Pasal 49

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi

pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir Tehun Anggaran.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan AFPBDesa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Pendapatan Desa;

b. Belanja Desa; dan

¢. Pembiayaan Desa.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2} ditetapkan dengan Peraturan
Desa, '

Peraturan Desa teniang laporan pertanggungjawaban realisasi

pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud  pada ayat (3)

melampirkan:

a. laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APDesa Tahun
Anggaran berkenaan;

b. laporan kekayaan milik Desa per 31 Desember Tahun berkenaan;
dan

c. laporan program Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabzzpa%.ten yang masuk ke Desa.

Bentuk dan format rancangan Peraturan Desa tentang laporan
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 50

Laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan
laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dan
Pasal 49 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan
dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

a. papan pengumuman Desa;

b. radio komunitas; dan .

c. media informasi lainnya. )

i Pasal 51 '

Kepala Desa menyampaikén Peraturan Desa fentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui
Camat. ‘

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir
Tahun Anggaran berjalan.

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa.



!

(4) Bentuk dan format laporan Kepala Desa akhir Tahun pelaksanaan
APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat {5) tercantum dalam
Jampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkari dari Peraturan
Bupati ini.

" Pasal 52

Pelaporan dan Pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa (APBDesa) menggunakan Sistem Aplikasi SML $ISKEUI}ES (Sistem
Keuangan Desa} yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan {BPKP).
! BAB X
PENATAUSAHAANW APBDesa

Bagian Kesatu
Pelaksana Penatausahaan

" Pasal 53

(1) Penatausahaan APBDesa dilaksanakan oleh Bendahara Desa.

(2) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1} mempunyai
tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar dan
mempertanggungjawabkan Pendapatan Desa dan Belanja Desa
dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

(3) Bendahara Desa dapat dibantu oleh pembantu Bendahara Desa.

{4} Bendahara Desa dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
. Bagian Kedua \
Pengangkatan Bendahara Desa

Pasal 54

|
(1) Bendahara Desa diangkat oleh Kepala Desa untuk setiap 1 {satu)
Tahun Anggaran.

(2} Pengangkatan Bendahara Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Desa.

(3} Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari
unsur staf Sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi
keuangan.

{4) Dalam hal terdapat kekosongan unsur staf Sekretariat Desa yang
membidangi urusan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat {3},
Bendahara Desa dapat diangkat dari unsur pelaksana teknis.

‘ Bagian Ketiga
Pelaksanaan Penatausahaan

Pasal 55

{1) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap Pendapatan dan

Belanja Desa serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara
tertib. .

#



(2) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui
laporan pertanggungjawaban.

(3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2}
disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat
tanggal 10 {sepuluh) bulan berikutnya.

(4) Penatausahaan Pendapatan dan Belanja Desa menggunakan:
a. buku kas umum;
b. buku kas pembantu pajak; dan
¢. buku Bank Desa.
(5) Format, bentuk dan struktur penatausahaan pendapatan dan
belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam

Lampmm yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini. ‘

Pasal 56 )
(1) Pencairan dana dalam rekemng kas Desa dxtandatangam oleh Kepala
Desa dan Bendahira Desa.

(2) Setiap belanja Desa dikeluarkan setelah mendapat pemetajuan dari
Kepala Desa dan dibukukan beserta bukti pengeluaran yang sah dan
dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Setiap pengeluaran pembiayaan dilakukan -setelah mendapat
persetujuan dari Kepala Desa dan dibukukan beserta bukti
pengeluaran yang sah untuk dipertanggungjawabkan.

Pasal 57

Bendahara Desa dapat menyimpan uang dalam bentuk tunai dalam
Kas Desa paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN APB DESA

Pasal 58

(1) Organisasi Perangkai Daerah yang membidangi urusan perencanaan,
pemeriksaan, keuangan, Pemerintahan Desa dan Aparatur Pengawas
internal  Pemerintah serta Camat berkewajiban membina dan
mengawasi pelaksanaan APBDesa sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

{2} Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam
bentuk pemberian bimbingan dan pelatihan penyelenggaraan
APBDesa yang mencakup penyusunan,. pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} diberikan dalam
bentuk evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa,
pengkajian, penelitian, pemeriksaan dan evaluasi penyelenggaraan
APBDesa yang mencakup penyusunan, pelaksanaan,
panatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa.



Paszl 59

{1} Kepala Desa melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Bendahara
Desa.

{(2) Pengawasan Kepala Desa kepada Bendahara Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} dalam hal penatausahaan APBDesa melalui
pemeriksaan administrasi keuangan Desa setiap akhir bulan.

BAB X1
KETENTUAN PERUTUP

Pasal 60

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada diundangkan. ’
Agar setiap orang mens’etahumya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotaburmi
pada tanggal 2.7 3mwad 2018
BUPATI LAMPUNG UTARA,
.
SoND ; ("YBA  AGUNG/ILMU MANGKUNEGARA'
Diundangkan di Kotabumi ‘
pada tanggal 2.5 chm«mn 2018
SEKRET AERAH
KABUPA' G UTARA,
'SAMSIR . |

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2018 NOMOR é-"



¥

LAMPIRAN ; PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR : {  TAHUN 2018
TANGGAL : 22 Janvac 2018
TENTANG : PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

FORMAT RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDESA, RENCANA
ANGGARAN BIAYA, BUKU PEMBANTU KAS KEGIATAN DAN SURAT
PERMINTAAN PEMBAYARAN SERTA PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB
BELANJA, PENATAUSAHAAN, LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
APBDESA SEMESTER, SERTA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI APBDESA

A. RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDesa

LAMBANG PEMDES PEMERINTAH DESA .covcrrormmrrnasseens

TENTANG

ANGGARAN PENDAFATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN .coenrrrreeveanee
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
EEPALA DEBA «ccomvrmemnvvsarrsne
Menimbang ra. Bahwa sésuai dengan ketentuan Pasal .... Peraturan Daerah Kabupaten ...
Nomor ... Tahun ...... L0017 o} S— , Kepala Desa menetapkan rancangan

Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanjs Desa (APBDesa);

b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggarsn Pendapatan dan Belanja
Desa (APBDesa} scbagaimena dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan

disepalkati bersama Badan Permusyawaratan Desa; o
¢. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
huref b perlu menetapkan Rancangsn Peraturan Dess  .vece. v TENANE

Anggavan: Pendapatan dan Belanja Desa {APBDesa] mengadi Peraturan Desa
.............. tentang Aoggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDessa) Desa
Tahun Anggaran ........

!

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tabun
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesiz Nomor 5495);

2.  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tehun 2014 tentang P’rmmmn Pelaksanaan
Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lemberan Negara Republik
Indonesia Nombr 5539);

3. Peraturan Pemerintgh Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang

Bersumber Dari Anggaran Peandapatan dan Belanja Negara {Lembaran Negera
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambshan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteti Dalmmn Negeri Nomor i " Tabhan ... tentang
Pengelolaan Kenangan Desa;

5, TPeraturan Daerah Kabupafen ... NOmor .. Tabun ... tentang
............. {Lembaran Daerah Kabupaten - Tahun Noemer ...}




Dengan Kesepalatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA wcivreeases

MEMUTUSKAN : :

Menstapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA ....o..... TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN ..covveerarvsnsenne

Ay

3 Pasal 1 :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...... dengan rincian sebagei berikut:

1. Pendapatan Désa : Rp..ccccrricnns R T
2. Belanja Desa

#. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa BPeicreerraesmasnimusesrvasane ‘
b. Bidang Pembangunan ‘ RPuusrcsrrenimersinmmrnsores
¢. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan RPevenesssnsmssnrsarsssses
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat . RPiissssssirvrvensmsessane
e. Bidang Tak Terduga ) Sy o
Jumlah Belanja
Surplus/Defisit

TS MR VD MR o fmoum B Sl

3. Pembiayaan Desa
&. Penerimaan Pembiayaan RP. wrirvsrmescsnassarnarsnnss

b. Pengeluaran Pembiayaan 24 1 OO
Belisih Pembiayaan {(a—b) - Bfreivsmmrmimiemssnssensnrninis

oS ORI g ows rmoos W mematgremay

Pasal 2
Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1,
tercantimn dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggarsn Pendapatan dan
Belanja Desa.
i Pasal 3 A

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahlkan
dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atan Kepurusan Kepala Desa guna pelaksanaan
Peraturan Desa ind,

Pasal 5
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetzhui, memerintehkan pengundengan Peraturan Desa inl dalam
Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

. ;
Pada tanggal ..oecvcemrsenrrans

KEPALA DESA ciccvasanrmnnesansa

P L LI T Y LI L e P e S e T




FORMAT BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

DESBA...covvirrirenenn. KECAMATAN........... cesvaruseren

TAHUN ANGGARAN. ..coceeieenns irvarsersbnrenrisbarnescnnnre
1. Bidang : . T -
2. Kegiatan: S ‘

Penerimaan (Rp.) Pengeluaran(Rp.)
) . Nomor | Belanja , Jumlah Saldo
No.| Tanggal Uraian Dari Swadaya Bukti Belanja! Pengembalian
Bendahara = Masyarakat € | Modal | ke Bendahara Kas (Rp.)

dan Jasa

halaman sebelumnya

Jumlah .

Total Penerimaan | Total Pengeluaran

Total Pengelnaran + Saldo Kas
~ Desa.....covviniivienn
Pelaksana Kegiatan

Cara pengision:
1. Bidang diist berdasarkan klasifikasi kelompok.
2. Kegiatan diisi sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBDesa. - N

3. Kolom 1 diist dengan nomor urut.

Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi.

Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi.

Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima bendahara.

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari masyarakat,

Kolom 6 diisi dengan nomor bukti transaksi,

Kolom 7 diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa.

10. Kolom 8 diisi dengun jenis pengeluaran belanja modal.

11, Rolom 9 diisi dengar: jumlah rupiah yang dikembalikan kepada bendahara.
12. Kolom 10 diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupioh.

veENOR



Format Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN ( SPP)

DESA .coocevreevnrnens v KECAMATAN ...coovvcnmrvsrorerenssrnenen
TAHUN ANGGARAN ....ccccirreens
1. Bidang oo, \
2. Kegialamn 1 .c.ccveiennerensnreannsnnnsns
3. Waktu Pelaksanaan :
Rincian Pendanaan :
NO. URAIAN PAGU PENCAIRAN PERMINTAAN @ JUMLAH SISA.
ANGGARAN S.D.YG SEKARANG SAMPAIL DANA
LALU SAAT INI
{Rp.} (Rp.) {(Rp) (Rp.) (Rp.)
JUMLAH
iorereniasans , tanggal . .
Telah dilakukan verifikasi Pelaksana Kegiatan
Sekretaris Desa
H
Setujui untuk dibayarkan Telah dibayar lunas i
Kepala Desa Bendahara ’
* ------ $Eremres vhIstSsBavRbLiRXTORBRB LS A TR EI T TS
Petunjuk pengisian:

APBDesa.
Kolom 1 dengan nomor urut.

WhNOOHL b=

Kolom 7 disi dengan sisa anggaran.

Kolom 2 diisi dengan. rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan.

Kolom 3 diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan.
Kolom 4 diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya.
Kolom & diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar.
Kolom 6 diisi dengan jumlah permintaan dana sampal saat ini

Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiaton dalam




\
i

Format Pernyataan Tanggungjawab Belanja

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAR BELANJA

DESA ....... rorenan tenvnsons KECAMATAN ..cococanvnnen ersaen crrerensnen
TAHUN ANGGARAN ...ccovcnvnnes
I. Bidang ..o
2, Kegiatan : vveevcenssrsnccnnunes
NO. PENERIMA URAIAN JUMLAH
(Rp.)
1 2 3 4

JUMLAH (Rp.)

¥ g N
Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk
kelengkapan administrast dan pemerikasaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Cara pengisian:

Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan wrutan kegiatan dalam APBDesa
Kolom 1 diisi dengar nomor urut

Kolom 2 diist dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanjo

Kolom 3 diisi dengan uraian keperluan belanja

kolom 4 diisi dengan jumlah belanja

baris jumiah diisi jumlah keseluruhan

NG e



Format Penatausahaan
1. Buku Kas Umum

. BUKU KAS UMUM
_ DESA 1vieerereerireeeeinnes KECAMATAN ...covvvvrirennnennens
TAHUN ANGGARAN ....oovvvnvrrsierinees
: - _ JUMLAH SALDO
No. | Tgl. | KODE REKENING. URAIAN PENEI??MAAN PENGELUARAN | NO BUKTI | PENGELUARAN
‘ (Rp:) (Rp.} KOMULATIF
1 | 2 3 4 5 6 7 g 5
JUMLAH Rp. Rp. -
....... ceneeneny taDgEal L -
MENGETAHUI BENDAHARA DESA,
KEPALA DESA, -
Cara Pengisian :

Kolom 1diist dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran Kas

Kolom 2 dilsi dengan tanggal penerimaan kas atay pengeluaran kas

Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas = -
Kolom & diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas

Kolom 8 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas

Kolom 7 diisi dengan nomor bukti iransaksi

Kolom 8 diisi dengan penjumiahan komulatif pengeluaran kas

Kolom. 9 diist dengan saldo kas.

Catatan :

sebelum ditandatangani Kepala Desa wajib di periksa dan di parafl oleh Sekretaris Desa.

j




2. Buku Kas Pembantu Pajak

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
DESA .. 7oeeereesevsneresenn. KECAMATAN «.eovvoevereeeeeeerrerreereseras
TAHUN ANGGARAN ........
No. TANGGAL URAIAN | .  PEMOTONGAN PENYETORAN TTTSALDO
(Rp.} (Rp.} (Rp.)
1 3 3 4 5
JOMLAH
ereeeeeeeeenees , ANEEAL .overreeeeeeerereres
MENGETAHUI BENDAHARA DESA,
KEPALA DESA, n -
Cara Pengisian ; i

Kolom 1diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran
Kolom 2 diist dengan tanggal penerimaan atau pengehuaran kas pengeluaran
Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 4 diist dengan jumiah rupiah penerimaan kas.

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.

Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendaehara.




3. Buku Bank Desa

BUKU BANK DESA
DESA couvveerennn, revenrenns KECAMATAN ..ooooeeeevverrereseerosessenes
TAHUN ANGGARAN .........
BULAN :
. BANK CABANG ¢
REX. NO.
PEMASUKAN PENGELUARAN
No. | TANGGAL URAIAN BUKTIL BIATA SALDO
TRANSAKS! | TRANSAKSI TRANSAKSI SETORAN | BUNGA BANK PENARIKAN | PAJAK
- ADMINISTRASI
(Rp.) (Rp.) {Rp.) (Rp.) (Rp.)

TOTAL TRANSAKSI BULAN INI
TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF
eaenas coneey tADEEAL (oreiraioin
MENGETAHUI BENDAHARA DESA,
KEPALA DESA,

-

Cara Pe an

Kolom 1diisi dengan nomor urut pemasukan darn pengeiuarandengan Bank.
Kolom 2 diisi dengan tangga# transaksi Bank.

Kolom 3 ditsi dengan uraian transaksipemasukan dan pengeluaran.
Kolom 4 diisi dengan bukti transaksi. -
Kolom 5 diisi dengan pemasukan jumlah setoran.

Kolom 6 diist dengan pemasukan jumlah bunga bank..

Kolom 7 diisi dengan pengeluaran jumiah penarikan.

Kolom 8 diisi dengan pengeluaran jumlah pajak.

Kolom 9 diisi dengan pengeluaran biaya administrasi.

Kolom 10 diisi dengan saldo Bank.

-------------------------------




Format Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa

1. Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
{Semester Pertama)

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SEMESTER PERTAMA-
PEMERINTAH DESA..............

TAHUN ANGGARAN.............

KODE URAIAN JUMLAH | JUMLAH | LEBIH/ | KET.

REXENT ANGGARAN| REALISASH| pypang
®p) | &P ®p)

1 2 3 ‘ )

1 PENDAPATAN | T

101] | | Pendapatan Ask Desa :

111 [Hasil Usaha

1|1 2| | Swadaya, Partisipasi dan

Gptong Royong

111 3, | Lain-lain Pendapatan Asli
Desa yang sah ‘

1]2[ | Pendapatan Transfer

1121 Dana Desa

112 2| |Bagian dari hasil pajak &
retribusi daerah
kabupaten/ kota

Alokasi Dana Desa

Bantuan Keuangan

‘Bantuan Provinsi

[ e ot )

SIS IS

SN IIEN
omh

2| Bantuan Kabupaten/
Kota '

1i3 Pendapatan Lain lain

113 1} | Hibah dan Sumbangan
dari pihak ke-3 yang tidak
mengikat

1132 |Lain-lain Pendapatan
Desa yang sah




JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA

Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa

Penghasilan Tetap dan
Tunjangan

—

Belanja Pegawai:

- Penghasilan Tetap
Kepala Desa dan
Perangkat

- Tunjangan Kepala Desa
dan Perangkat

- Tunjangan BPD

Operasional Perkantoran

Belanja Barang'dan Jasa

- Alat Tulis Kgmtor

- Benda POS

-Pakaian Dinas dfan
Atribut

- Pakaian Dinas

- Alat dan Bahan
Kebersihan

~ Perjalanan Dinas

- Pemeliharaan

- Air,Listrik,dan Telepon

- Honor

3

- Komputer

~ Meja dan Kursi

- Mesin TIK

Operasional BPD

Belanja Barang dan Jasa

- ATK

- Penggandaan

#*




- Konsumsi Rapat

Operasional RT/ RW

Belanja Barang dan Jasa

- ATK

- Penggadaan

- Komsumsi Rapat

- dst

-------------------------------

Bidang Pelasksanaan
Pembangunan Desa

Perbaikan Saluran Irigasi

Belanja Barang dan jasa

- Upah Kerja

- Honor

Belanja Modal

- Semen -

- Material

Pengaspalan jalan desa

Belanja Barang dan Jasa :

ooooooooooo




Kegiatan Pembinaan
Ketentraman dan
Ketertiban

Belanja Barang dan Jasa:

- Honor Pelatih

- Konsumsi

- Bahan Pelatihan

- .
dsti.iininn e

Bidang Pemberdayaan
Masyarakat

Kegiatan Pelatihan Kepala
Desa dan Perangkat

Belanja Barang dan Jasa:

- Honor pelatih

- Konsumsi

- Bahan pelatihan

Bidang Tak Terduga

Kegiatan Kejadian Luar
Biasa

Belanja Barang dan Jasa:

- Honor tim

- Konsumsi

- Obat-obatan

JUMLAH BELANJA

SURPLUS / DEFISIT

PEMBIAYAAN




31 Penerimaan Pembiayaan

3|1 SILPA

31 Pencairan Dana Cadangan

31 Hasil Kekayaan Desa
Yang di pisahkan
JUMLAH (RP)

3|2 Pengeluaran Pembiayaan

312 Pembentukan Dana
Cadangan

32 Penyertaan Modal Desa
JUMLAH ( RP)

r

DISETUJUI OLEH

FNAEERE RS L LI T AR VRSN e RN
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2. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
{Semester Akhir Tahun)

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
SEMESTER AKHIR TAHUN
PEMERINTAH DESA..............
TAHUN ANGGARAN.............

JUMLAH| JUMLAH| LEBIH/

KODE URAIAN ANGGAR| REALISA| KURANG KET.
RE;KGE NI AN SI - (Rp.)
(Rp.) (Rp.)
1 2 : 3 4
I?INDAHAE SALDO
(SEMESTER PERTAMA )
i PENDAPATAN
11 Pendapatan Asli Desa
1111 3] | Hasil Usaha
1|12 | Swadaya, Partisipasi

dan Gotong Royong

111 3] | Lain-lain Pendapatan
Asli Desa yang sah

112 Pendapatan Transfer
112{ 1| | DanaDesa
1| 2|2 |Bagian dari hasil pajak

&retribusi daerah
kabupaten/ kota
FOK .

112/ 3| | Alokasi Dana Desa i
112} 4 | Bantuan Keuangan '
1|2! 4| 1, Bantuan Provinsi
112} 41 2/ Bantuan Kabupaten /

Kéta

13 Pendapatan Lain lain
13| 1/ | Hibah dan Sumbangan
dari pihak ke-3 yang
tidak mengikat

1]3|2| - | Lain-lain Pendapatan
Desa yang sah




JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA

Bidang Penyelenggaraan
P?merinmhan Desa

Penghasilan Tetap dan
Tunjangan

Belanja Pegawai:

- Penghasilan Tetap
Kepala Desa dan
Perangkat

- Tunjangan Kepala
Desa dan Perangkat

- Tunjangan BPD

Operasional Perkantoran

2

Belanja Barang dan Jasa

- Alat Tulis Kantor

< Benda POS

- Pakaian Dinas dfan
Atribut

- Pakaian Dinas

- Alat dan Bahan
Kebersihan

- Perjalanan Dinas

- Pemeliharaan

- Air, Listrik dasn
Telepon

- Honor

Belanja Modal

- Komputer

- Meja dan Kursi

“Mesin TIK

QOperasional BPD
: 1

Belanja Barang dan Jasa

- ATK |

- Penggandaan

Y




- Konsumsi Rapat

Operasional RT/ RW

Belanja Barang dan Jasa

- ATK

- Penggadaan

- Konsumsi Rapat

ooooooooooooooooooooooooooooooo

Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa

Perbaikan Saluran Irigasi

Belanja Barang dan jasa

- Upah Kerja

- Honor

Pengaspalan jalan Desa

Belanja Barang dan Jasa

- Upah Kerja

= Honor

Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan

Ketentraman dan




Ketertiban

Belanja Barang dan
Jasa:

~ Honor Pelatih

- Konsumsi

- Bahan Pelatihan

Bidang Pemberdayaan
Masyarakat ’

Kegiatan Pelatihan
Kepala Desa dan
Perangkat

Belanja Barang dan
Jasa:

- Honor pelatih

- Konsumsi

~Bahan pelatihan

Bidang Tak Terduga

Kegiatan Kejadian Luar
Biasa ’

Belanja Barang dan
Jasa:

- Honor titn

- Konsumsi

- Obat-obatan

SURPLUS / DEFISIT




PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan

Wl W W W

SILPA

Pencairan Dana
Cadangan

Hasil Kekayaan Desa
Yang di pisahkan

JUMLAH (RP)

R

Pengeluaran
Pembiayaan

Pembentukan Dana
Cadangan

Penyertaan Modal Desa

JUMLAH ( RP)

it §

DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA

-------------- ErREEARCNUNIY




LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSMAA%Q APBDESA

% &

PEMERINTAM DESA ...ccoiinvvevensinnen ;
LAMBANG : KECAMATAN ...ooveeeeessissaseans .
PEMDES .
KEABUPATEN ...ococicvcienvrnns
1
RANCANGAN PERATURAN DESBA ..orrrirssasanes .
NOMOR ....cccoeer TAHUN..........
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN FENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN ..covvitsmasane
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA covvvrrissrsssssvsnsss
Menimbang : Babhwa sesusi dengan keteniuan Pasal .... Peraturan Daerah Kabupaten ...
Nomor ... Tahun ...... TENLANE carrrernersersaenns » Kepala Desa wajib menyusun
Peraturan Desa tenamg Laporatx Pmtanggun@maban Realisasi Pelaksanaan
ppatan dan Belanja Desa Tahun
Mengingat 11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
# Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pératuran Pelaksanaan
Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Normor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539j;
3. Peraiuran Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 mtaf:xg Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republilk Indonesia Tashun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menieri Dalam Negeri Nomor  ..e..... Tahun ... tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten ... NOmMor ............ Tabun ... tentang
.................... v [Lemsbaran daerah Kabupaten: ..einnsness Tahun ... Nomer
,,,,, %
6. Dst..
Dengan Kmpakalmx Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ......... PTPTI
MEMUTUSKAN
Menetaphkan 3 RANCANGAN PERATURAN DESA . TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA - TAHUN
ANGGARAN ..ccceenee MERJADI PERATURAN DESA

TENTANG LAPORAN PERTANGGURGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN ..ot

TR




Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaras ...... dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa L <« SO
2. Belanja Desa ’

a, Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa BP:ecrsrmssssssrmsessessonyes

b. Bidang Pembangunan - RPusrreermemversssssassasessss

¢. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan RPecreermessssrrrsreenrrnnnnes

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat RP.verees

e. Bidang Tak Terduga
Jumlah Belanja

LI T T TR TR P

SurplusfDefisit B cireiccamminncssnrmssane

4
Xﬁxﬁ oA s S '
3. Pembiayaan Desa g N
a. Penerimaan Pembiayaan BP. cominnsismsmsisssninnes !

b. Pengeluaran Pembiayaan

Selisih Pembiayaan (a-b} Rp

AR I OEX ST oW MM M O ATatURSURD

Pasal 2

Uralan lebils lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana

dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ind terdird dasi:

1. LampiranI  : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesaTahun Anggaran .........;

2. Lampiran [l  : Laporan Program Seltoral dan Program Daerah yang masuk ke Desa.
Pasal 3

Lampiran-ltampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal dinndangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam
Lembaran Desa dan beriia Desa oleh Sekretaris Desa,

Ditetapkan di ...oovvmreeess

Pada tanggal ...oevievmnneiin
EEPALA DESA woccacormnrrcacne

reeees



http:tangg.al

Lampiran 1 Peraturan Desa

¥ Nomor : ... .

Tentang : Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi Pelaksanaan APBDesal

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
APBDesa
PEMERINTAH DESA ..cvvvvevrererienenne
TAHUN ANGGARAN...covvcrvveeceenrrans

ANGUAR | REALISA| LEBIH/

KODE URAIAN AN a1 KURANG | KET-
REKSNIN | ®p) | ®p) | Rp)

1 C 2 3 4 5 6
1 PENDAPATAN
11 Pendapatan Asli Desa
1{1 [1] |Hasil Usaha -
1{1 |2} |Swadaya, Partisipasi dan

Gotong Royong I

11113 |Lain-lain Pend:apatan Asli
Desa yang sah

12 Pendapatan Transfer

11211 Dana Desa

1|2 2] |Bagian dari hasil pajak

&retribusi daerah
kabupaten/ kota

1|2 [3| |Alokasi Dana Desa

1,2 |4 | Bantuan Keuangan

1|2 |4 1| Bantuan Provinsi

1|2 |4 2| Bantuan Kabupaten / Kota

ot

Pendapatan Lain lain

113 | 1] | Hibah dan Sumbangan dan
pihak ke-3 yang tidak
mengikat

1|3 { 2| |Lain-lain Pendapatan Desa \
yang sah




JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA

Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa

Penghasilan Tetap dan
Tunjangan

Belanja Pegawai:

- Penghasilan Tetap
Kepala Desa dan
Perangkat

“- Tunjangan Kepala Desa
dan Perangkat

- Tunjangan BPD

Operasional Perkantoran

Belanja Barang dan Jasa

- Alat Tulis Kantor

.~ Benda POS

-Pakaian Dinas dfan
Atribut

- Pakaian Dinas

- Alat dan Bahan
Kebersihan

- Perjalanan Dinas

- Perneliharaan

- Air, Listrik,dasn Telepon

~ Honor

Belanja Modal

- Komputer -

- Meja dan Kursi

- Mesin TIK

Operasional BPD

Belanja Barang dan Jasa

- ATK

- Penggandaan




- Konsumsi Rapat

Operasional RT/ RW

Belanja Barang dan Jasa

- ATK

- Penggadaan

- Komsumsi Rapat

Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa

Perbaikan Saluran Irigasi

Belanja Barang dan jasa

~ Upah Kerja

- Honor

Belanja Modal

- Semen

- Material

Pengaspalan jalan desa

2| Belanja Barang dan Jasa :

-Upah Kerja

- Hornor

Belanja Modal:

- Aspal

- Pasir

Bidang Pembinaan
Kemasgyarakatan

Kegiatan Pembinaan
Ketentraman dan

§




Ketertiban

Belanja Barang dan Jasa:

- Honor Pelatih

- Konsumsi

-Bahan Pelatihan

Bidang Pemberdayaan
Masyarakat

Kegiatan Pelatihan Kepala
Desa dan Perangkat

Belanja Baraﬁ% dan Jasa:

- Honor pelatih

- Konsumsi

~ Bahan pelatihan

Bidang Tak Terduga

Kegiatan Kejadian Luar
Biasa

Belanja Barang dan Jasa:

- Honor tim

~Konsumsi -

~ Obat-obatan

SURPLUS / DEFISIT

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan




SILPA

Pencairan Dana Cadangan

Hasil Kekayaan Desa Yang
di pisahkan

JUMLAH {RP)

Pengeiuaran Pembiayaan

Permbentukan Dana
Cadangan

Penyertaan Modal Desa

JUMLAH (RP)

- Pembiayaan Netto
(PENERIMAAN
PEMBIAYAAN -
PENGELUARAN
PEMBIAYAAN }

- SILPA tahun berjalan
(SELISTH ANTARA
PEMBIAYAAN NETTO
DENGAN HASIL
SURPLUS /DEFISIT)

oooooooooooooooooooooooooooooo




Lampiran H Peraturan Desa

NOmor : ...

Tentang : Laporan Kekayaan Milk Desa
Sampai Dengan 31 Desember 20...

LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20...

URAIAN

TAHUN N
(Fahun Periode
Pelaporan)

TAHUN N-1
(Tahun
Sebelumnys)

1. ASET DESA
A. ASET LANCAR
1. Kas Desa

b. Rekening Kas Desa
2. Piutang

c. dst....

d. Uang kas di Bendahara Desa

a. Piutang Sewa Tansh
b. Piutang Sewa Gedung

B. ASET TIDAK 1LANCAR
1. Investasi Permanen

2. Aset Tetap
- Tanah
- Peralatan dan Mesin

3. Dana Cadangan
- Dana Cadangan

~Penvertaan Modal Pemerintah Desa.

Gedung dan bangunan
Jalan, Jaringan dan Instalasi

4. Aset tidak jancar Lainnyva

JUMLAH ASET TIDAK LANCAR

JUMLAH ASET {A + B]

Ti. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

JUMLAH KEKAYAAN BERSIH{I-1]

k]

(KEPALA DESA .............. ]




Penjelasan tabel: B

1. Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa,
dibeli atau diperoleh atus beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
atau perolehan hak lainnga yang sah.

2. Uang kas adalah uang wmilik Pemerintah Desa, baik yang! dzszmpan di
Bendahara Desa maupun di rekening kas desa.

3. Piutang Desa adalah tagihan uang desa kepada pihak yang mengelola
kekayaan desa, antara lain berupa tanah, gedung yang diharapkan akan
dilunasi dalam waktu paling lama 1 (satu} tahun anggaran sejak
ditetapkannya kerjasama tersebut.

4. Persediaan adalah suatu kekayaun berupa barang milik pemerintah desa
yang dinilai dengan uang baik berupa uang kertas maupun surat berharga
dalam periode normal, antara lain kertas segel, materai, deposito, giro.

5. Aset Desa tidak lancar melipuli penyertaan modal pemerintah desa dan aset
tetap milik desa antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan
bangunan, jalan, jaringan dan instalasi.

6. Dana cadangan adalah dana yang disisikan untuk menampung kebutuhan
yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam
satu tahun anggaran.

7. Kewajiban adalah utang yang timbul karena adanya pinjaman oleh
Pemerintah. '

8. Kekayaan bersih adaiah selisih antara aset dan kewajiban pemerintah desa.

Catatan :

Terkait dengan angka 7, bahwa dalam APBDesa khususnya
pada pembidyaan tidak dibuka peluang untuk pinjaman. \



Lampiran Il Peraturan Desa

Nomor ! .........

Tentang : Program Sektoral dan Program
; Daerah yang masuk Ke Desa

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

Kabupaten : ..ceccccieviveniees
Jenis Lokasi Rincian Sumber Jumiah
No. L . . Volume Satuan
Kegiatan Kegiatan Kegiatan Dana (Rp)

kepala Desa
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
W_SIGIT PUDJIANTO

Nip. 19590203 198903 1 001



Lampiran Peraiuran Desa

Nomor H 1
Tahun : 2018
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2018
KODE REK URAIAN ANGGARAN KETERANGAN
; N {Rp}
1 2 3 4
0 ATAN

00 |Pendapatan Transter 1.886.385.576,00¢
060 Dana Desal 1.121.614.800,00}
000 Dana Desa .. 758.780.776,00]

000 FBantuan Keuangan Provinsi 6.000.600,00

JUMLAH PENDAPATAN 1.858.395.576,00

0 jeELANIA
00 !mﬁa Desa ' 1.836.388.500,00
000 Belanja Barang éan Jasa . 657 461.800,000>

joco Belanja Modal 730.206.700,00
JUMLAHBELANJA | 1.838.388.500,00

SURPLUS J (DERSIT) 60.007.076,00

0 |PEMBIAYAAN
o0 |Pengeluaran Pembiayaan ) 50.000.000,001
000 [Penyertaan Modal Dasa ; 50.000.008,004
[SUMLAH PEMEIAYAAN ' : -50.000.000,004
SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN 7.076,00}
2018
Hepala Desa

“Prinled by §is: Equd::—é:_

exrna3se

-------------------------



Lampiran Peraturan Desa
Noenor 1

Tahun 2018
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2018
KODE REX URAIAN ANGOARAN KETERAHGAN
v {Rp}
1 ) 3 4
o [PENDAPATAN
{00 [Pendapatan Transtor 1.586.285.576,00
o) {Gana Desa 1.121.61.600,00
00 [Alokers! Dana Desa 758.180.776,00]
[T Bantuan Kesangan Proving 6.000.000,00
mﬁiwmm 1.858.305.576,004

10
11 Pomlmmn M@mm Tdap don Tunjaman 263.400.000,00
0.002 Befanj Pegawal - | . 263.400.000,00
{00021 }Panghasm Totap Kepato Deva dan Parangiat Do T4.20% 000,00)
00.021 m\mm?mwwmmoml 3600.000,00
00.021 Tunjangan Kepaia Desa dan Perangkat Desa 153.200.000,00f
Jonzt. Tunjangan BPO tan Anggotanya 17.400.000,00§
212 44.973.500,96]
0.002 TO.B62.000,00
jaa ¥ 2514.000,50]
00,021 405.008,00
l@ﬁn 300.000,00
foo T : i.&kﬁﬁ
00.021 Betanja Pakaion Dinas dan Ambutya 2.6560.000,00,
800.212 |Belanja Persvwatan Kendargan Betmator 1.356,000,00
500,212 |Belaja Perjaianan Davas F400.000,00
| Eotangs Modal I SA11.500,00
000.272 [Belanja Miodal Pengadaan Pereiatan Kantar 25.050,000,00
{650.212 {Betanja Modal Pengataan Komputer 8.021.500,00f
213 il 6.000.000,001
0.002 6.600.000,00
{co.622 1.080.600,90
50.021 430,600 00}
00.021 s M .006,000,00
000213 [ Pakein Bat 1.50¢.000,00f
214 JKegiatan Operasionat RTRW B2.41X0.600,00]
j0.00z |Bolenjs Barang dan Jasa S2400.000,00
jos.az At Tuls Kantor ¥3.656.000,00]
Iee.m Benda Pos dan Mzlers 6.480.100,00]
GO Belanja Fotocopy, Cetuk den Penggancaan 2.268.000.00(
{00621 Belanja Makanan San Minuman Ropat 3.240.000,00{
[o00.214 Bciarja Pakaian Boak . | 6.516.000,00
215 JMegtatan Penyoiragoarazn Musyowarsh Desa 6, 750.000,0¢ !
0.002 Belangs Barang dan 4258 ] 8.750.000,00
{00.022 {Bofargs Makanan dan Minuman Rapat "6.750.000,00
216 {Kagistan Perencensan Pembangunan Desa #.587.000,00} *
0.002 Betsnja Barang tan Jase 8.567.000,60
6602 " {Betana Alat Tu's Kantor 1.557.000,09)
jo0.02% ]Bmga?m% Cetak dan Penggandaan 450.000,00} :
@022 [Bo¥aria Wiakanan dan Minuman fapat 405600000 -
f000.216 |Betanja Honorarium Vi Panitia % 560.000,00
217 Kegiutan Pengelolaan lnformast Desa 5.700.000,00f




[o.002 [Betarge Baruog dan Josa | _j.”fmm '
000217 [Betanje Oekorasi dan Doiamentasi §.700.000,G5
2116 Keglatan Penyusunay Bulas Profil Desa 2,752.000,00
. |00D21 | Batanja Barang dan Joss 2.762.000,00
6e021 ‘%ﬂa Alat Tulls Kanter 150.000,00
{08211 Wmmm Fengguniduan 92.000,60
feo0z11 {Balarja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.008,00
[0.002 410 l&&&nja Honorarium Ten Panttia 1.060.600,00
2119 [Kegistan Evaluasi Pelaisansan Pembangunan Desa 2.265.000,00
D0.02% |Bekinjz Barang dan Jasa 2.266.000,00
B03.219 Fﬁmgam?'mam £68.000,003
foto2t1 Helanja Foincopy, Celak dan Penggancasn 408,000,60
ooz Pajadansh Dwas | I 900.000,00
z.112 Kegiatan Opersional Petugas Poiaky Lainya 10.500.000,00
Iia;m Belanje Barang den Jasa I 10.500.000,00
0.002. 112 Belurja Honoraritm Tim Panite _ 7.800.060,00
0.002.112 gmmmﬁmmm 2.700.000,60
2113 |Kegisten Pembuatan Dessin dan RAB 4.317.600,00] .
00021 BeZarya Pogawal f 1.920.006,00
0.002 113 o Jusang Lembur 1.620.060,00)
00.624 Bolenya Barang dan Jase %.197.600,00
060211 Lﬁ“mga Alat Tulis Kantor 655.000,00{
ooo.21q Belanja Fotocopy, Celak dan Penggantaan 342.600,00]
‘a&o,znww Belanja Makanan dan Minurman Rapat 450.600,001
8,002 113 Helanja Dekoras! dan Dokumentas) 300,000,004
0.002.113 {Biaya Makanan dan Mibuman HafenVLembut 450.000,65
00,024 Bodasge Wl J i 200.000,00
[0.502. 115 JEetanja Modal Pengarann Ast-Alet Ukir 200,600,850
2416 [Kegiatan Penyusunan Dan Pelaporan Penyelengoran 7.623.200,00
joc027 {Belanja Barang dan Jasa 7.623.200,00
000.212 Belanja Alat Tulis Kantor 2.533.000,00f
fo00.212 Beianga Benda Pos aan Materal 2.220.000,00f
000292 Yetanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 730.200,00]
6002118 F&ﬁm dan Minuman Hanand embur 2.080.000,00}
2147 [Pembuyoran Perghasilan Tetap dan Tunjangan Tahug T72500.000 00
00.021 Solanja Pogawai | [ ] 172.600.000,00
000.212 j‘?mgrmm Tetap Kepala Desa dan Perangkad 57.600.000,00
[oo033Z ¢ |Ponghasian Tetap Stal Pemenntah Desa] 2400.000,00
00212 Tunjangan Kepala Desa dan FPerangkat Desa 100.806.000,00]
000212 Tunfangsn BPD dan Anggotanya ] T1E00.000.00
2118 VKogiatan Sarana dan Prasaranha Ponunjang RTRW 26.460.000,00
00.021 |Belenja Barang dan Jas ] ] 26.460.200,00
3002158 Belanis Pemelibaraan Dengunan, Taman dan Samy £.3850.000,00
Iﬁ.’@sﬁ“— —%m Makanan fen Minuman HaranLembur 20.070.000,00
2119 [Kagiatan Evatusel Pembengunan Dese olch BRFD 8.000.000,00,
00.021 [Botanga Fegawal _l I 1,800,060,00
G00.212 }tiarﬁ Sidang BPD dan Anggotatya 1.800.006,00 |
50.021 Gotania Barang dan Jasa 4.200.600,00
000.212 Belanja Makanian dan Minuman Rapat 1.500.000,00
0.002.119 Belanja Perjalenan Dinas. | Z.700.000,00,
223 JKegictan Pembangun Sarana dan Prasarana Fisik | 204,777 400,00
0,002 Belanis Bareng dan Joss 71.750.000,00
500223 {Belonja Jasa Upah Tenags Kera 77.780.000,00
0.002 Befania Modal 126.997.000,00
000,223 j Modal Pengadaon Persiston dan Mosin La) 1.224.000,00]
006223 ~JBolanja Modal Pengadaan Gadung RantonT smpat 120.573.000,60




:
Y

OG0.223

[ [Belanja Modal Pengadaan Instalast Listrik dan Teie] 2,800.000,00]
228 Imm Pembangunan Sarana dan Prasarana 168.054.300.00
0.002 latanta Barang dan Jasa 61.380.000,60
{000,225 [Betanja Jasa Upah Tenaga Karja 61.360.000,00
G002 Helang Nodal i I08.671.300,08
000.228 Belana Wodzl Pengadaan Deraistan dan Mesin Lsij %61.500,00,
G6.226 Helanja Modal Pengataan Bangunan Lannya 101,642, 500,00
000.228 jo Modal Pexgadaan instalasi Listrik dan Telel ~ 3.867.500,00
2216 Kegisian Pembangunan Talud/Sinng Pasang/Dr ~ 217.274.000,00
00.022 Bolarja Bareng dan Jacs #3,820.000,00
‘mi'mT [Betania Jasa Upah Tenaga Kerjs BR #30.600,00
00.022 Bolunja Modal ] 128 451.000,00
l&m‘ass |Befania Wioda Pengadaan Persistan dan Mesin La 1.990.000.00}
0.002.218 {Befanja Modal Pengadasn Jarngan Alt 126,461 000,00
2.217 Koglatun Pembangunan Sunusr Bor 305537 400,00
06022 {Eetanga Barang dan Jasa 96.300.006,00
[poozeT [Belanta Jesa Upsh Tenaga Keria 96.300.000,00
00,022 a Modal ] 205.697.400,00
0.002217 ?Ma Modal_Jmeam Peralatan dan Mesi La? 12.660.000,00
0.002217 Faam Modal Pengadaam Jatingan AR _ [ 168,177 400,00
0.002.217 Eelanja Modal Pengadaan insizias) Listik can Tele] 23.600.000,00
355 {Kogistan Pembangunan Goreng-Gotong 10.441.500,00
60.022 [Bkanga Berony dan Jasa | 2.260.960,00
1000223 |Betanja Fesa Upah Tenaga Kerja 2.260.000,00
00,022 [Bedanja Modal _ I 0.161.500,00
002223 Belanja Modal Pengadaan Peraiatan dan Mesin “117.500,00
0.002 223 Bolanjs Modal Pengadaan Bangonan Lainnya B.064.060,00
234 fwm Pambanguua Lanpa Salan
G022 "[Balangs Harong dan 2aca I
[0.002.224 [Belana Jaza Upah Yensga Keda
00.022 {Betange Modal
[6.602 224 Belanja Modal P Peralitan dan Mesin Lol B0.000,00
@ Belanjs Modal Pengadaan Pencrangan Jalan, Tamy 45.112.600,00)
000224 , | Belanja Modal Pengadazn instaiast LStk dan Tele] 25,739,000
= : ] 178.390.000.00
31 Heglatan Pembinazn Keamanon dan Keterfiban 16.200.000,00,
0.002 Belanfa Berang dan Jasa 15.200.000,00
Ra.0S Akt Tuls Kantor 1.063.000,
00.023 s 2.185.600,00]
[oo.023 1.200.600,00)
00z Pakatan Linas dan Atributnya 10.070.000,00]
&0.23: Belanjz Pemetinaraan Bangunan, Taman gan Saray 1.478,000,00
000 231 Diaya Makaran an Mintman HanamLembur 3.204.000,00
232 [Kegiatan Pembinzen Pemuda dan Glatragal 5.000.000,00
0.002 Botanjs Barang den Jase | 4.114.000,00
00,023 Beianja Maksnan dan Minuman Repat 1.600.000,00]
G5.023 Belania Pokazn Dinas dan Alibuinya 2314,000,90]
0.062 Belanja Moasl | I £56,000,00
|600 252 [Beiaja Mods! Pengadsan Serana Oiel rega ©66.000,00
233 Megintan Pembinazn Organisasi Perampuan/Pi 10.600.000,001
0,007 Bedonja Berang dai Jasa 0.000.000,00
00.023 "~ |Beianja Alat Tulis Kartor 776.060,00]
00.023 Hefanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 147.660,00]
00.023 Betanja Makanan dan Minuman Repat 840.000,00
00.023 Belania Pakaian Dinas 4an Abnbutnya 4700.000.00
000233 Belanga Petoianan Unas l 4.200.000,00|
iﬁ@ss Belanis Dekorasi dan Dokumentasi 468.400,00]

R




234 Hegiztan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya 10.006.500,00
0.002 Bolaja Barang den Jasa 70.000.000,00
00.023 Belanja Makanan dan Miruman Rapat 4.200.000,00
000234 Belanja Sewa Perajatan 1.600.000,00
000.234 Belanja Barang Unluk Liberken Kepada Masyarakq £.000.600,00
235 Kegisten Pembinasn Xerultunsna Umat Betapama J5.000 00600
0.007  Bictanta Barang dan Jasa I ! 36.000.006,00
000,235 1mm Banagunan, Taman dan 30.000.000,00
000,235 [Belanja Operasional Masjis tabm ©.000.000,00|
237 {¥egiztan Pendidikan Anak Usia Dini 21.190.000,00
2.002 Belare Modal ] 71.990.060,00
000.237 |Bslanfa Modal Pengadaan Pergiatan Kantor +1.590.600.00]
GO0 237 13&@%%@%@%@“ 9.600,000,00
236 Keglutan Pombinazn LPM BAN0000,00
G002 1Belanfa Bareng dan Jose £.060.006,00
00.024 [Betanja Aiat Totls Karior 786.000,00
5.024 |Belania Folocopy, Celak dan Penggandsan 165.000,00]
foo.02q [Befarja Makanan dan Mimuman Repat | S00.000,00
0600.238 " | Biaya Makanan dan Minuman Haranil embur 2.250.00,00
G00.238 {Belanja Pakaian Batik 600.600,00
2310 Kegiatan MTQ - I 1.460.000,00
00.023 Belanja Brrang dan Jase 1.480.000,00
000,231 . |Befania Makanan dan Minuman Ravat 660.000,00]
0.002310 Batanja Sowa Peraizton §00.600,00]
231 |Kegiatan Pembinaan Operasional TKIGuru PAUD 3.000,500,00
DODZF Belarja Errang dan Jose 3.000.560,00
100.231 Belania Alat Tuis Kantor 2.715.000,00
000.231 Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 285.000,00
2312 | Kegiatan Pembinaan Operasional Posyandu 4.000.000,00
09.023 Betarga Barang dan Jaca ' 4.000.000,00
000,231 [Betania Alat Tulis Kantor §50,006,00
000,237 Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 690.060,00
000,231 Bealanja Makanan den Minuman Rapat $60.000,00
0.002 312 Belanja Pakaion Biatii .500.000,00
2313 Kegiatan Saferi Ramaiams 5.000.000,00
00.023 Barang don Jase 5.000.000,00
006,231 {Belanja Maicanan dan Miauman Rapat 5.000.000,G0
&35 Kegizton Pemnblonas RFRW S4.000.600,001
00.023 Beleria Barang dan Jass 54.000.000,00
G002 316 [Bstanja Honorarum Petugas Lainya 54.006.000,00]
2316 Bombinsan Saiges Perlindungan Anak 600.000,00]
602316 [Belania Hongmrum Petugos Lamya §00.000,00
2317 Kegizten Pembinazn Saipas Pemadam Kebakzran 1200000 201
00.623 IBolania Barung dan Jasa | 1.200.000,00
2318 Koglatan Lomba Kesrak PRI-KB 1.400.008,00}
20022 {Belarde Boramy dan Jasa 1.400.090,00
l’ﬁcu_zsx [Befanja Makanan dan Minuman Rapat G60.000,00
o e JBclanja Sewa Peratatan 806.600,00]
2319 Kegistan Lumbs LASGE 1.400.000,06]
00.023 Bolanfa Barang don Jasa 1.4060.000,00
EEER) TEciane Makanan dan Mimeman Rapat 600.000,00]
0002 318 Belanja Sewe Perstatan "~ B00.000,00
2320 Koglaten Gebyar Paud 1.000.000,00
00.023 Belanja Barang den Jase 1.000.000,00
025 [Birga Wakanan dan Wiuman Rapat 600.009,00]







PEMERINTAM DESA.

WNGIAN ANGOARAN PERDAPATAN DESA

TAHUN ANGGARAN 2018
ANGGERAH
|~ KOOE GRAIAN
TVCLUGE TARGA SATUAN AINLAN
1 7 3 ' '
(] FEMORPATAN 1BEL385 576,00
Frr3 {Dana Desa
: L121.674800,00
0.042 {iana Desa
y " 1.121.014.600,00
g Dt Desa 005 ilis 112161 LI B4 800,00
{900 [Wickasi Dana Desa |-
i 5 75K.7%0.770,00
"éuoﬁ Ackasi Do Deoa
g , 756780 775,00
=0 Do Desa | ADD tiis 451831 056,00 B1.631.066,00
T {arang Soke AL Yanon 201 1is T HIABIIOE | 271072000
, | X% N 6.000.600,00
| " T 1 5000, 000,60
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RINGKASAN APBDESA PER SUMBER DANA

. PEMERINTAH DESA . oo iosmcsmommmmemmers
TAHUN ANGGARAN 2018
Sumberdan ADD Alokast Dana Desa
KODE REK URAIAN ANGGARAN KETERANGAN
{Rp}
1 2 4

£ PENDAPATAN
[T} [Pendapatan Transter 758.780.776,00
000 Alokasi Dana Desa T58.780.7716,00

JUMLAH PENDAPATAN 158.780,776,00
[ BELANJA
a0 Befanja Dasa 168.779.300,00
[i73%3) Belanja Pegawai 436.750.000,00
000 Belanja Barang dan Jasa 289.861.800,00
000 Belanja Modal 28.167.500,00

JUMLAH BELANJA ¥58.779.300,00

SURPLUS / {DEFISIT) ~1.476,00)

SiSA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN tA’I&,@E;
. e
Kepala Desa

Frinted by Siskeudes

) 0207/2048 3:37:45
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ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2018
Sumberdana :
DDS Dana Pesa (Dropping APBN)
KODE REK URAIAN ANGGARAN KETERANGAN
{Rp)
1 2 3
0 PENDAPATAN
00 Pendapatan Transfer 1.121.614.800,00
000 Dana Desa 1.121.614.800,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.121.514.800,00

0 BELANJA |
22 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.003.929.260,60
223 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Kantor 204.777.000,00 Sumber DDS
0.002 Belanja Barang dan Jasa | I 77.780.060,00
000.223 |Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 77.780.000,00

0.602 Belanja Modal | 126.997.600,00
000.223 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.224.000,00
000.223 Belanja Modal Pengadaan Gedung Kantor/Tempat Kerja 120.973.000,00
000.223 Belanja Modal Pengadaan Instatasi Listrik dan Telepon 4.800.000,00
226 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan 168.051.300,00 Sumber DDS
0.002 Belanja Barang dan Jasa | _ | 61.380.000,00
000,226 |Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 61.380.000,00
0.002 Belanja Modal ' 106.671.300,00

000.226 |Be|anja Modal Pengadaan Peralatan dgan Mesin Lainnya 861.500,00
000.226 |Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya 101.94@.00
000.228 {Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 3.867.500,00
2.216 Ifeglatan Pembangunan Talud/Siring Pasang/Drainase 217.271.000,00 Sumber DDS
00.022 Belanja Barang dan Jasa | ' I §8.820.000,00
0.002.216 Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 88.820.000,00
00.022 Belanja Modal l l 128.451.000,00

0.002.216 Belanja Modal Pengadaan Peratatan dan Mesin Lainnya 1.990.000,00

0.002.216 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air 126.461.000,00

2.217 Kegiatan Pembangunan Sumur Bor 301.937.400,00 Sumber DS
00.022 Belanja Barang dan Jasa | 96.300.000,00
0.002.217 |Be!anja Jasa Upah Tenaga Kerja $5.300.000,00
00.022 Belanja Modal [ [ 205.637.400,00
0.002.217 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.860.000,00
0.002217 Betanja Modal Pengadaan Jaringan Air | = 160.177.400,00
0.002.217 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Tefepon 23.600.000,00
2223 Kegiatan Pembangtnan Gorong-Gorong 10.444.500,00 Sumber DDS
00.022 Belanja Barang dan Jasa . | 2.260.000,00 .
0.002.223 |Betanja Jasa Upah Tenaga Kerja 2.260.000,00 '
00.022 Belanja Modal | 8.181.500,00
0.002.223 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 117.500,00
0.002.223 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya 8.064.000,00
2,224 Kegiatan Pembangunan Lampu Jalan 101.451.000,00 Sumber DDS
00.022 Belanja Barang dan Jasa | i 26.520.000,00
0.002,224 |Betanja Jasa Upah Tenaga Kerja 26.520.000,00|
00.022 Belanja Modal L [ 74.931.600,00] ;
0.002.224 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 80.000,00
0.002.224 Betanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Lin 49.112.000,00
0.002.224 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan T‘e!epon 25.'739.000,00
23 Bidang Pembinaan Kemasyarakatzan ’ 28 990.000,00)
237 Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dind 21.190,000,00 Sumber DDS
0.002 Belanja Modal " | 21.190.600,00
000.237 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 11.580,000,00
000,237 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.600.600,00
2313 Kegiatan Satari Ramadhan ) 5.000.000,00 Sumber DDS
00.023 Belanja Barang dan Jasa | . 5.000.000,00
000.231 |Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00
2.318 Kegiatan Lomba Kesrak PKK-KB [ 1.400.000,00 Sumber DDS




G555 Belanja Barang dan Jasa | [ 1.400.600,00 '
000.232 [Bsfenjs Makanan dan Minuman Rapat £00.000,00
0.002.318 {Belanja Sewa Peralatan 800.000,00
2310 |Keglatan Lomba LASGI 1400.00000] [Sumber DOS
00,023 |Belanjs Barang dan Jasa 1.400.000,00
000232 [Betanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,00
0.002.318 Iéeaa:g,a Sewa Peralatan 800.000,00] .
% o per— T p— 35.650,000,00 |
241 mlm Pmﬂhan l{epm Tiesa don Porangkat 2.840.000,00 Sumber DDS
0.002 Helanja Barang dan Jasa 2.840.000,06
00.024 [Bofanja Bahan Praxiek gan Paiatnan ) 240.000,00
000.241 [Betanja Honorarium InstruktunibeiativRarasumber 2.000,000,00
1600241 Belanja Peralanan Dinas | | 364.000,00
000.241 |Binya Makanan dan Miniman Harian/Lembur 300.000,00
2.413 Kegiatan Pelatihan BUM Desa 3.980.000,00 Stmber DDS
00.02¢ Belanja Barang dan Jasa | 2.900.600,00
600,241 Belanja Bahan Prakiek dan Pelatihan 240.000,00
0.002.413 Belanja Honorarium InstrokturPelatib/atasumber .000.000,00
6.002.413 Befanja Ferjolanan Dinas | I 300.000,00
G.002.413 |Biaya Makanan dan Minuman HariarLembur 360,000,004
2.816 Kegiatan Pengelolaars UE serta Pengelolaan sarana dan Praserana Ekg 31,550.000,00 Sumber DDS
00.024 Bolanja Modal ] I I 31,950.000,60
0.002.416 Belanja Modal Pengadaan Hewan dan Temak 21,850.000,00
LJUMLAH BELANJA 1.071.609.200,00
SURPLUS / (DEFISIT) 50.005.600,00
0 PEMBIAYAAN
o4 Pengeltuaran Pembiayaan 50.000,060,00
Goa iPenyertasn Modal Desa 50.600.000,00
[SUMLAH PEMBIAYAAR -50,600.060,00
SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN 5.600,00
) 2018
Kepata Desa
ﬁ 4
P saees, L
GaRY ;;:mi,{; f gg m % BUPATI MPUBLG UT

£he 3%&;5&# fifrf{%‘iﬁ I

7. 10pMp.

AGUNG JLMU MANGKUNEGARA




